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Perancis. Nama lengkap Interpol adalah ICPO-Interpol (International Crime PoliceOrganization-lnterpdl) S

Sebagai salah satu negara anggota, Indonesia diwajibkan memiliki kantor penghubung yang
dinamakan NCB-Interpol (National Central Bureau-Interpol). NCB-Interpol Indonesia berkedudukan di
Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, NCB-Interpol Indonesia dipimpin oleh Sekretaris NCB-
Interpol Indonesia. Dengan adanya resktrukturisasi organisasi, NCB-Interpol Indonesia sekarang
berkedudukan di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri.

Dalam melakukan komunikasi antar NCB negara-negara anggota Interpol maupun dengan kanté'r
pusat, Interpol menggunakan jaringan khusus yang bernama “I-24/7". “I-24/7" artinya adalah “I” berar"if'
Interpol, “24” berarti 24 jam sehari dan “7” berarti 7 hari seminggu sehingga “I-24/7” berarti jarin an
Interpol yang aktif selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jaringan tersebut dibuat demikian karena-
perbedaan waktu antar negara di berbagai belahan dunia yang menuntut jaringan ini selalu aktif dan siap
dibutuhkan kapanpun. e

Red Notice

Selain menggunakan jaringan “I-24/7"” dalam berkomunikasi antar NCB negara-negara anggota
Interpol, Interpol memiliki senjata lain berupa noticg, Notice merupakan catatan yang dimasukkan dalam
database Interpol dan disebarkan ke negara-negaf@@anggota Interpol sebagai catatan/perhatian. Dalam
prosesnya, ketika suatu notice dimintakan/oh oleh suatu negara, dalam sekejap setelah
dipelajari dan diteliti kelengkapangpegsyafataghya olén Kar wgat maka notice tersebut langsung
disebarkan ke negara-negara afiggbta’interpolsehingga setidp u\ a-negara anggota Interpol bisa
mengetahui dan menindakzlahjdtinyaterkait defiganyafig dimaksudkaniddiae notice tersebut.
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Ada bermacam-macam Rot
1. RedNotice, digunake

2. Blue Notice, dig
tindakpidan

eseorang yang terkait

3. Black Notice, d _, ok m fenti
4. YeHowNot:ce, igunakanu) : 2 drtak-anak.
5. Green Notice, d| membeiikar "'"-7;’ tafz pelaku kejahatan yang

kemungkinan melakukas

6. Orange N‘.'-ﬁ
dipergunakan Utk

memberikan peringatan
tentang ancaman senjata
rahasia, bom atau benda
berbahaya lainnya.

7. UN Special Notice, ini
biasanya digunakan untuk
seseorang yang terlibat
jaringan kejahatan
internasional seperti Al-
Qaeda.
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Karena pembahasan kali ini dititikberatkan pada buronan, maka notice yang terlibat adalah red notice.
Di Indonesia sendiri, red notice berlaku sebagai surat perintah penangkapan. Jadi apabila seseorang
terdata sebagai buronan suatu negara dan telah terbit red notice atas dirinya dan memasuki wilayah
hukum Indonesia, maka aparat penegak hukum di Indonesia memiliki wewenang untuk menangkapnya.
Namun sayangnya di negara lain tidak berlaku demikian. Sebagai contoh di Amerika Serikat, red notice
hanya berlaku sebagai peringatan saja. Apabila ada buronan Indonesia memasuki wilayah Amerika
Serikat maka aparat setempat hanya memberitahukan keberadaannya saja ke Indonesia. Mereka tidak
akan menangkap orang tersebut sampai pemerintah Indonesia meminta secara resmi melalui saluran
diplomatik untuk menangkap dan memulangkannya (ekstradisi).

Di' dalam upaya untuk memulangkan R

para buronan yang kabur ke luar negeri,
Indonesia telah mengajukan dan telah
terbit sekitar 2000-an red notice untuk
buronan-buronan yang kabur ke luar
negeri. Beberapa buronan terkenal yang
masuk dalam daftar red notice antara lain :
Edy Tansil, Ali Ravat dan Hesham Talag al
Waraq (kasus Bank Century) dan yang
terakhir adalah M. Nazaruddin (kasus
wisma atlet) dan Nunun Nurbaeti(kasus
suap pemilihan Deputi Senior#Bank
Indonesia). Banyak diantaragpara burenan
iniyang telah diketahui keberadaannya dan_

juga telah dimintakan /secara’resmi) k
negara yang bersangkutan’ unt
mengekstradisinya. . .

Kerja Sama Internasional’ { e TV 11 ,
Sebelum melangkah relﬂ%} ), ada.baiknya kitamengenal terl
digunakan di dalam kerja sama internz @ﬁ’(@%&lﬁﬁﬁ Ada
sama internasional ini ada bebe“f"é}pj alural 3 :
kementerian luar negeri. Kemudian-ada-jalur “interpolto-interpol
NCB-Interpol dan antar NCB ngg'araﬁg’éﬁﬁéhggg&gfngrpd —
Yang terkahir adalah jalur “Police to Police”. Jalur ini merupakan jalur tidak resmi karena lebih
mengandalkan relationship dan kedekatan antar kepolisian atau perseorangan. Misalnya ketika buronan
Polda Riau kabur ke Singapura dan Kapolda atau Kapolres disana dekat dengan salah satu petugas polisi di
Singapore kemudian dimintakan bantuan untuk penangkapan. Sepanjang Kepolisian Singapura tersebut
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bersedia dan tidak ada ketentuan baku yang mengatur maka hal tersebut sah-sah saja. Namun beda
halnya apabila terdapat ketentuan hukum atau perjanjian antar dua negara yang
mengharuskan/menyebutkan bahwa permintaan bantuan tersebut melaluisaluran diplomatik.

Di dalam penerapannya, gradasi atau tingkatan jalur kerja sama internasional dimulai dari yang tidak
resmi yaitu melalui jalur “Police to Police”. Apabila tidak memungkinkan karena tidak memiliki koneksi di
kepolisian setempat maka meningkat ke jalur “Interpol to Interpol” agar NCB-Interpol Indonesia
memintakan ke NCB-Interpol setempat untuk memprosesnya. Dan yang terakhir apabila kedua jalur kerja
sama tersebut tidakmemungkinkan atau ditolak karena suatu alasan adalah melalui saluran diplomatik.
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Ekstradisi

Ekstradisi merupakan proses lanjutan setelah seorang buronan diketahui keberadaannya di suatu
negara. Selain ekstradisi, sebenarnya ada cara lain untuk memulangkan buronan ke negara peminta yaitu
melalui proses handing over. Halini biasanya dilakukan apabila permintaan ekstradisi belum disampaikan
atau belum lengkap persyaratannya namun keadaan sudah mendesak untuk segera memulangkan
boronan tersebut.

Salah satu prinsip dasar ekstradisi adalah double criminality. Maksud dari double criminality adalah
bahwa kejahatan yang disangkakan oleh negara peminta juga dianggap kejahatan dinegara diminta.

Ekstradisi Buronan Indonesia

Selama ini, sebagaimana telah disinggung di muka, telah banyak buronan Indonesia yang kabur ke luar
negeri dan juga telah diterbitkan red notice atas orang-orang tersebut. Namun hingga detik ini sayangnya
belum ada satu pun buronan Indonesia yang berhasil diekstradisi kembali ke Indonesia. Banyak diantara
para buronan tersebut yang masih berkeliaran bebas diluar negeri.

Adapun proses untuk mengajukan permintaan ekstradisi ke negara lain adalah sebagai berikut :
pertama penyidik atau penuntut umum mengajukan permintaan ekstradisi atas nama Kapolri/laksa
Agung ke Kementerian Hukum dan HAM sebagailcentral authority. Kemudian Kementerian Hukum dan
HAM meneruskannya ke Kementerian Luar/Negeri untuk disampaikan kepada pihak negara diminta
melalui perwakilannya baik kedutaan maupun kg;mé'ri't‘g'rién yang mengurusi bidang luar negeri. Setelah
permintaan disampaikan, makanegaratersebut akan memprosesnya dan peran NCB-interpol Indonesia
adalah memantau sampai sqlauh ‘mapa permintaan ekstradm tersebut diproses: NCB-Interpol Indonesia
akan melakukan komunikasi. ﬁ!gngan NCB-Interpol negara diminta dan menginformamkan setiap
perkembangan proses permintaan ekstradlsnkem& penyidik atau penuntut umum yang mengajukan
permintaan ekstradmter’sebut A

Ekstradisi Buronan Negana lam di’ Indonesmr— o=

Indonesia sebagai anggagan.dan or‘gamsa& lnterp@l telah berperapfaktif4di‘dalam pencarian dan
penanganan buronan mternaskﬂnal “yang-berada di. lndonesm Samipai-dengan saat ini tidak sedikit
buronan negara lain yang telah-herhasil ditangkapdemdiputangkanikeinegata pencari untuk diadili atau

untuk menjalani hukuman_baik melalw ]aluur ekstradisi maupln_proses_handing over. Melalui jalur
ekstradisi sendiri, Indonesia Yercatattelab: -menangkap 13.pelakukejahatapuronan negara lain dimana
diantaranya telah diekstradisi seBamyak-7 orang-dan. sisafiya masin dalam proses. Terakhir Indonesia
memulangkan pelaku bernama Timothy Jeffrey Lee, tersangka kasus narkotika ke Australia.




berperan sebagai central authortty Setelah'
permintaan tersebut dan dinyatakan lengkap maka Ié
kepolisian untuk pencarian dan penangkapan buronan ters‘e
penuntutannya. ; =

Prosedur tersebut diatas berlaku apabila permintaajr{ | | oSy
ekstradisi tersebut berasal dari negara yang telah memiliki B
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Apabila suatu negara
tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka _
ketika permintaan tersebut masuk ke Kementerian Hukum
dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM meneruskannya ke
Presiden terlebih dahulu untuk dimintakan persetujuannya.
Apabila disetujui baru dilaksanakan proses berikutnya yaitu g%
pencarian dan penangkapan buronan. '
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Proses berikutnya adalah dilakukannya penang 3an dan penahanan buronan tersebut oleh peny
Polri untuk kemudian diajukan ke kejaksaan.untuk di an penuntutan di pengadilan. Penahanan
terhadap buronan negara [aln tersebut ' sbut an rowsmnal arrest. Pengadilan disini tidakﬁ‘ i

e : un hanya memutuskan bahwa

H""

engadilandan bukan orang S !

erseby adalahyane diajukartke p
: \ i'.!'_

Setelah diputuskan oleh'pengadilap, maka’g ann crital menterian Hukum dan

ian’ Kementerian Hukug { g en untuk dimintakan

valis Pres isa s ' j s disi tersebut karena
berbagai pertimbangan menyang : egarayf *- dl tidak hanya faktor
keamanan/kejahatan‘saj 18 menentukan k daknya kstradisi mamun bisa jadi faktor
lain seperti politik, eke , da " ' 3ka Kemeterian Hukum
dan HAM yang akan mela?% sebut kepada perwakilan
darinegara peminta. -

Dari penjelasan panjang lebar s, kita bisa men kes “Iarj bahwa penanganan buronan
internasional tidak kalah pentingnya.g kat )elayanan,te adgp masyarakat internasional
di bidang penegakan hukum. Red'notice sebagal permgatan awal'bagi‘para aparat penegak hukum sangat
membantu proses pencarian buronan internasional. Dengan adanya red notice, seorang buronan tidak
akan bisa bergerak bebas memasuki suatu negara karena setiap pintu masuk resmi negara seperti
bandara atau pelabuhan telah terkoneksi secara online dengan database Interpol terkait red notice ini.

Prosedur ekstradisiinisangat penting untuk diketahui oleh jajaran aparat penegak hukumkarenamau

tidak mau suatu saat akan berurusan dengan hal tersebut. Dan dengan demikian, kredibilitas dan nama
baik Indonesia bisa meningkat di mata dunia internasional. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi
dalam ekstradisi yang kesemuanya tercantum di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesan
bahwa proses ekstradisi lambat, berbelit-belit dan lama. Namun hal tersebut semata-
mata untuk menghormati dan mematuhi ketentuan atau peraturan baik di negara
sendiri maupun negara lain.

i Disusun oleh Fiki N. Ardiansyah,
No Mahasiswa 7157, Sindikat B, Angkatan 57.
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